SILPA APBD BOJONEGORO TAHUN 2021 DIPERKIRAKAN
TEMBUS RP 2,3 TRILIUN

https://suarabanyuurip.com

Bojonegoro - Besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD Bojonegoro tahun
2021 diperkirakan tembus Rp 2,3 triliun. Tingginya silpa itu, sudah terjadi semenjak
2019 lalu, karena transfer dari pemerintah pusat biasanya di akhir tahun.

"Silpa menjadi besar karena sisa anggaran di tahun sebelumnya,” kata Anggota Badan
Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Lasuri.

Dia mengatakan, adanya transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di
akhir tahun membuat besaran silpa menjadi besar. Sebab, dari APBD 2021 sebesar Rp
6,2 triliun baru terserap Rp 5,075 triliun. Artinya, lanjut dia, masih ada sekitar Rp 1,2
triliun anggaran yang tidak terserap.

Sedangkan, estimasi pendapatan yang dimasukkan di P-APBD 2021 itu tercantum Rp
4,2 triliun. Ternyata, Lasuri melanjutkan, pendapatan di akhir 2021 ini melampaui target
mencapai Rp 5,27 triliun.

"Sehingga, prediksi saya dari sisa 2021 ditambah target pendapatan menjadi Rp 2,3
triliun bahkan bisa lebih. Namun, jumlah itu belum pasti karena menunggu audit dari
BPK," jelasnya, Kamis (6/1/2021).

Lasuri menuturkan, silpa berasal dari anggaran tahun-tahun sebelumnya dan murni dari
sisa belanja. Apalagi, ada tambahan dari realisasi yang melampaui target utamanya
DBH Migas'.

Tentu, lanjut dia, bertambahnya silpa juga karena penyerapan dari organisasi perangkat
daerah (OPD)" yang rendah. Sehingga, hal ini menunjukkan OPD Pemkab Bojonegoro
kurang maksimal mengeksekusi kegiatan di tahun sebelumnya.
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"Saya belum tahu detail OPD yang serapannya rendah, karena belum ada laporan.
Rencananya pada 12 Februari Banggar akan menjadwalkan TAPD untuk Klarifikasi
terkait serapan 2021," kata politisi dari fraksi partai amanat nasional (PAN) itu.

Menurut dia, seringnya mutasi dan kekosongan kepala dinas juga menjadi penyebab
kinerja OPD Pemkab Bojonegoro tidak maksimal. Sehingga, semenjak 2019 atau dua
tahun terakhir, silpa di Bojonegoro selalu mencapai Rp 2 triliun.

"Maka, tahun awal ini harus dilakukan eksekusi dengan cepat supaya tidak menumpuk
di akhir tahun," jelas Lasuri.

Sementara itu, Koordinator Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran (Fitra) Jatim,
Dakelan, mengatakan, tingginya silpa Bojonegoro menandakan banyaknya anggaran
yang tidak terserap.

"Banyak faktor penyebab tingginya silpa, di antaranya keterlambatan transfer dari
pemerintah pusat sehingga melampaui target daerah dan lambatnya kinerja OPD,"
katanya.

Dia mengatakan, seharusnya pada semester awal penyerapan anggaran sudah mencapai
50 persen. Sehingga, tidak menimbulkan silpa yang tinggi.

Melihat hal itu, kinerja OPD juga harus divaluasi DPRD Bojonegoro dalam mengatur
anggaran daerah. Sebab, jika penyerapan rendah tentu sangat merugikan masyarakat
karena pembangunan terhambat.

"Ya, seharusnya saat P-APBD, DPRD mengevaluasi masing-masing OPD dalam
melakukan penyerapan dan itu momentum,” jelas Dakelan.

Dia menambahkan, harus ada mekanisme misalnya membuat sistem capaian informasi
penyerapan setiap OPD. Juga memberikan reward saat penyerapan OPD maksimal.(jk)
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Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
pasal menyebutkan:

= Pasal 1 angka 3 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

= Pasal 1 angka 4 menyebutkan: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang
selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal
efektif.

= Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

= Dalam SAP 2021 pada PSAP Nomor 01 menyebutkan:

» Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

» Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

» Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

» Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

" Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sektor minyak bumi dan gas bumi dilaksanakan berdasar
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yaitu untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan
15,5% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk gas bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk
Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Pemerintah Daerah.

I perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 1 angka 1).
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